
BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam

APBD Tahun Anggaran 2019 memerlukan waktu

penyelesaian pekerjaan sampai dengan tahun 2020, yaitu

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga (Rehab Stadion Yosonegoro) sebesar

Rp.503.999.250,00, Kegiatan Rehabilitasi Pasar (Rehabilitasi

Pasar Agrobisnis Plaosan) sebesar Rp.273.455.500,00 dan

Kegiatan Pengadaan Sarana Pengangkutan sampah

(Pengadaan Sweeper Truck) sebesar Rp.2.349.999.999,00,

sehingga belum terbayarkan pada tahun 2019 dan perlu

diselesaikan pada tahun 2020;

b. bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

tanggal 31 Desember 2019 perihal Pagu Anggaran Definitif

Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada

APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020,

Kabupaten Magetan mendapat bantuan untuk Bidang

Kesehatan sebesar Rp. 2.758.703.000,00, untuk

pelaksanaan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

ke-75 Tahun 2020 sebesar Rp.50.000.000,00 dan untuk

SALINAN
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Bidang Pendidikan sebesar Rp.4.001.000.000,00 sehingga

perlu penyesuaian dalam APBD Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa dalam RKUD Tahun 2019 terdapat sisa Dana

Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2019 sebesar

Rp.4.812.065.000,00 dan belum dialokasikan dalam APBD

Tahun Anggaran 2020 sehingga guna realisasinya perlu

dianggarkan kembali;

d. bahwa kegiatan Bidang Sanitasi yang bersumber dari Dana

Alokasi Khusus dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar

Rp.4.000.000.000,00 dialokasikan melalui hibah dengan

penerima hibah adalah Desa, sedangkan sesuai petunjuk

teknis pelaksanaan seharusnya diberikan langsung kepada

Kelompok Masyarakat sehingga perlu disesuaikan;

e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dan

Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75

Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, untuk pagu anggaran

dan program kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau terdapat perubahan dan

penambahan anggaran sebesar Rp.3.902.787.401,00

sehingga perlu disesuaikan;

f. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor

19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana

Bagi Hasil, Dana Alokas Umum, dan Dana Insentif Daerah

Tahun ANggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka guna

penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu

dilakukan penyesuaian belanja yang berasal dari Dana

Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBH-CHT) untuk dialihkan pada belanja dalam rangka

pencegahan dan penanganan Covid-19 sehingga perlu

penyesuaian dalam APBD Tahun Anggaran 2020;

g. bahwa sesuai Rencana Kerja Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Pelayanan Pariwisata Tahun Anggaran 2020 dari
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Kementerian Pariwisata/Badan Ekonomi Kreatif Republik

Indonesia terdapat perubahan yang mengakibatkan adanya

ketidaksesuaian kode rekening dan rincian pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Magetan, sehingga perlu disesuaikan;

h. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g

serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan  Menteri

Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2004  Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua  Atas

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun

2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13    Tahun  2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor   21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123  Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan  Menteri  Dalam

Negeri  Nomor  32 Tahun  2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33 Tahun  2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana

Alokas Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun ANggaran

2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 250);

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019

tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019 Nomor 75 Seri E) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 91 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
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Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor  8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita  Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2014  Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 40);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran  2020 (Berita  Daerah  Kabupaten  Magetan

Tahun 201 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 93);

17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN  BUPATI  MAGETAN  NOMOR 69 TAHUN  2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor

69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69), diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 terdapat pergeseran anggaran, sehingga

secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.865.234.108.016,36

b. Bertambah Rp 10.712.490.401,00

Jumlah Rp. 1.875.946.598.417,36



7

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.899.684.108.016,36

b. Bertambah Rp. 18.652.010.150,00

Jumlah Rp. 1.918.336.118.166,36

Defisit (Rp. 42.389.519.749,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 42.050.000.000,00

2). Bertambah Rp. 7.939.519.749,00

Jumlah penerimaan Rp. 49.989.519.749,00

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 7.600.000.000,00

2). Bertambah Rp. 0,00

Juml Pembiayaan Netto Rp. 42.389.519.749,00
Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00

2. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

3. Penjabaran  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah

yang dirinci lebih  lanjut  dalam  Lampiran  II dan III.1

diubah  menjadi  sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II dan III.1 Peraturan Bupati ini.

4. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen  Pelaksanaan

Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 17


